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ABSTRAK 

ANALISIS PUTUSAN HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN 

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA 

PENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN  

(Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst) 

 

Oleh: 

Febri Yanti Casanova 

 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke 

Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor memperkirakan 

tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih.PKPU dilakukan dengan mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya 

dalam mencegah terjadinya kepailitan. Salah satu perkara utang piutang yang 

diselesaikan melalui proses PKPU adalah perkara yang diputus dalam 

Putusanhomologasi No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara ini diawali 

dengan diajukannyapermohonan PKPU oleh PT. Netwave Multi Media 

(Pemohon) yang merupakan salah satu kreditor dari PT.Bakrie Telecom 

(Termohon)kePengadilan Niaga Jakarta.Selanjutnya, termohon mengajukan 

rencana perdamaian kepada para kreditoryang kemudian disahkan menjadi 

perjanjian perdamaian (homologasi). Penelitian ini mengkaji dan membahas 

tentang proses pengajuan permohonan PKPU, proses homologasi dalam PKPU 

dan akibat hukum yang ditimbulkan dari homologasi. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe 

pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan 

hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, 

rekonstruksi data dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis secara 

kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa PKPU terjadi sejak 

diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon dikarenakan adanya peristiwa 

wanprestasi yang ditimbulkan dariperjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi 

oleh termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan 

tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan PKPU 

sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UUK PKPU sehingga hakim tidak 

menemukan adanya alasan untuk menolak permohonan tersebut. Selanjutnya, 

setelah permohonan PKPU sementara dikabulkan maka termohon mengajukan 



Febri Yanti Casanova 

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh 

utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang 

meliputi pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, 

perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan 

pembebasan utang. Akibat hukum yang ditimbulkan putusanhomologasiadalah 

menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tersebut sah dan mengikat secara 

hukum bagi semua pihak dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 

1.327.000,00 kepada termohon. 

 

Kata kunci: PKPU, Homologasi, Akibat Hukum 
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MOTO 

 

 

Tetap tekun dan taat melakukan yang terbaik meskipun hasil yang 

didapat terlihat tidak baik 

(Febri Yanti Casanova) 

 

Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah 

kejahatan dengan kebaikan 

 (Roma 12:21) 
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  I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Perusahaan merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan 

kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba.
1
 Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya 

apabila didukung dengan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dengan 

meminjam atau memakai modal dari pihak lain sebagai cara untuk meningkatkan 

keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi 

waktu.
2
 Sedangkan, salah satu motif utama pemberi pinjaman dalam memberi 

pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh bunga atas pinjaman.
3
 

 

Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang atau 

perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan antara peminjam (debitor) dengan 

yang meminjamkan (kreditor). Perjanjian tersebut menjelaskan peristiwa ketika 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk 

melaksanakan kegiatan peminjaman modal.
4
 Pelaksanaan peminjaman modal 

yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji 

                                                           
1
 Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012), hlm. 15 

2
 Pande Radja Silalahi, Dampak Perpu Kepailitan terhadap Dunia Usaha dalam 

Penyelesaian Utang Piutang Melaiui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

Editor: Rudi A. Lontoh, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 203-204. 
3
 ibid, hlm 205. 

4
 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 

4. 



2 
 

atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak 

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang 

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.
5
 

Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan 

debitor terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan 

debitor. Undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) sebagai 

upaya mencegah terjadinya pailit.  

 

Pengaturan tentang PKPU diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU). PKPU adalah suatu masa 

yang yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana 

dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk 

memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana 

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk 

merestrukturisasi utangnya tersebut.
6
 PKPU dapat dimohonkan oleh 

debitor/kreditor yang mengalami permasalahan dalam hal utang-piutang.  

 

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor disebabkan karena debitor 

memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang 

sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana 

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang 

                                                           
5
 Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2003, hlm. 98.  
6
 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Prakek, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 

2014, hlm 175. 



3 
 

kepada kreditor (Pasal 222 Ayat (2) UUK PKPU). Selanjutnya, permohonan 

PKPU dapat diajukan oleh kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak 

dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya (Pasal 

222 Ayat (3) UUK PKPU). Oleh karena itu, salah satu perkara PKPU yang 

dimohonkan oleh kreditor adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga 

dalam Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst 

 

Proses PKPU dalam Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst ini 

melibatkan PT. Netwave Multi Media (selanjutnya disebut pemohon) dan 

PT.Bakrie Telecom.Tbk. (selanjutnya disebut termohon). Permohonan PKPU 

diajukan oleh pemohon yang diketahui merupakan salah satu kreditor dari 

termohon. Hubungan hukum yang mengikat pemohon dengan termohon yaitu 

adanya perjanjian sewa-menyewa induk kerjasama penyediaan dan penggunaan 

infrakstruktur telekomunikasi untuk penempatan perangkat telekomunikasi 

(selanjutnya disebut perjanjian sewa infrastruktur komunikasi). Pemohon dalam 

perkara ini diketahui sebagai pihak penyedia infrastruktur telekomunikasi 

(infrastructure provider). Sedangkan Termohon PKPU dalam perkara ini 

merupakan pihak penyewa infrastruktur telekomunikasi. 

 

Berdasarkan perjanjian sewa infrastruktur komunikasi tersebut, timbul kewajiban 

pembayaran oleh termohon selaku pihak penyewa infrastruktur telekomunikasi 

kepada pemohon. Termohon berkewajiban dan harus melakukan pembayaran 

kepada pemohon berupa harga sewa untuk setiap lokasi infrastruktur 
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telekomunikasi (selanjutnya disebut site) sebagaimana dijelaskan dalam Berita 

Acara Sewa (BAS). 

 

Pembayaran sewa site oleh termohon pada awalnya berjalan lancar, namun 

dikemudian hari termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sehingga pemohon 

memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada termohon dan 

mengadakan pertemuan dengan termohon untuk membahas mengenai kewajiban 

termohon. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pemohon 

memberikan diskon harga sewa sebesar 7,5% atas utang yang diakibatkan oleh 

perjanjian sewa infrastruktur komunikasi tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya  

termohon tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar utang secara 

berkala sebagaimana yang telah disepakati untuk dilakukan sebanyak 4 kali 

angsuran terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Termohon 

hanya melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 11 September 2014 sebesar 

Rp.58.320.000 dari total utang keseluruhan yang berjumlah Rp.755.244.000.  

 

Berdasarkan keadaan tersebut, pemohon menilai bahwa tidak adanya itikad baik 

dan kesungguhan dari pihak termohon dalam memenuhi kewajibannya yaitu 

dengan sengaja tidak melunasi pembayaran. Pemohon memperkirakan bahwa 

termohon tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu 

sebagaimana yang disepakati. Untuk itu, pemohon memilih upaya PKPU sebagai 

cara agar dapat memperoleh hak-hak atas utang sewa site oleh termohon 

dikarenakan lebih menguntungkan daripada melalui proses kepailitan. 

Selanjutnya, pemohon mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga 

Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014. 
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PKPU yang diajukan pemohon selanjutnya diterima oleh Pengadilan Niaga 

dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 222 

Ayat (2) UUK PKPU. Berdasarkan keadaan tersebut, termohon mengajukan 

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang sebagian atau 

seluruhnya kepada para kreditornya. Rencana perdamaian tersebut selanjutnya 

dibahas dalam rapat kreditor pada tanggal 5 desember 2014 dan dihadiri oleh 414 

kreditor dan hasil dari rapat tersebut diperoleh 325 atau 94,56% atau lebih dari ½ 

jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat kreditor menyetujui rencana 

perdamaian tersebut yang berarti telah memenuhi kuorum sebagaimana telah 

diatur pada Pasal 281 Ayat (1) UUK PKPU. Selanjutnya, rencana perdamaian 

yang diajukan dalam proses PKPU tersebut diterima dan disahkan menjadi 

perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Jakarta. 

 

PKPU yang melibatkan PT.Netwave Multi Media dan PT.Bakrie Telecom 

merupakan perkara yang menarik untuk dikaji karena PKPU dijadikan sebagai 

pilihan utama dalam menyelesaikan pelunasan utang sewa infrastruktur 

komunikasi. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengkaji kasus 

yang ada dalam putusan ini melalui skripsi dengan judul “Analisis Putusan 

Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan 

No.59/Pdt.Sus PKPU/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst.” 
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B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang 

dapat dirumuskan antara lain: 

a. Bagaimana proses permohonan PKPU dalam putusan No.59/Pdt.Sus-

PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst? 

b. Bagaimana proses penyelesaian utang melalui putusan homologasi dalam 

PKPU? 

c. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan homologasi? 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang keilmuan dan lingkup 

kajian. Lingkup bidang keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan 

ekonomi, khususnya Hukum Kepailitan. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini 

adalah Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan 

Pengesahan Perdamaian No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis bagaimana proses permohonan 

PKPU berdasarkan putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. 
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b. Menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis bagaimana proses penyelesaian 

utang melalui putusan homologasi dalam PKPU. 

c. Menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis tentang akibat hukum yang 

ditimbulkan dari putusan homologasi 

 

E. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang 

permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kepailitan di indonesia. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam melihat upaya 

PKPU dalam mencegah terjadinya kepailitan yang ditinjau secara teoritis. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1. Menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai PKPU 

yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam pencegah terjadinya kepailitan 

dalam dunia usaha atau perusahaan. 

2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi 

yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

permasalahan pokok pembahasan Hukum Kepailitan dan khususnya upaya 

PKPU dalam mencegah terjadinya kepailitan. 
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3. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat akademik guna mencapai gelar 

keserjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian 

Hukum Keperdataan. 

 



 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas 

 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk 

menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi-bagi 

atas saham-saham. Perbuatan-perbuatan hukum yang dibuat oleh perseroan adalah 

perbuatan yang dibuat bersama-sama yang artinya tidak bertanggung jawab 

sendiri untuk persetujuan-persetujuan persero (dengan tanggung jawab yang 

semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).7 Perseroan Terbatas 

menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) adalah 

badan hukum yang dibentuk berdasarkan persekutan modal dan didirikan berdasar 

perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang serta peraturan pelaksanaannya.  

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan berikut ini:  

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  

                                                           
7 C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil. 2005. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek 

Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.91. 
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c. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan 

Terbatas.  

d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan 

dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. 

e. Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C.01 HT.01.01 Tahun 2003 

tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan 

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 22 

Januari 2003. 

 

2. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas 

 

Berdasarkan uraian di atas maka untuk dapat disebut sebagai perseroan menurut 

UUPT maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:8  

 

a. Badan hukum  

Setiap perseroan terbatas adalah badan hukum. Badan yang memenuhi syarat 

undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu 

melakukan perbuatan hukum dan memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai 

tujuannya itu, perseroan memiliki harta kekayaan sendiri, terpisah dari harta 

kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya. 

 

 

 

 

                                                           
8 Abdulkadir Muhammad. 2006. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  hlm.109 
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b. Didirikan atas dasar perjanjian  

Setiap perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. perjanjian tersebut 

harus memuat sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan 

perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk 

anggaran dasar yang kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka 

notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan 

terbatas didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan terbatas. 

 

c. Melakukan kegiatan usaha  

Setiap perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang 

perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan) yang 

bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya 

menjalankan perusahaan, agar usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak 

yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-

undang yang berlaku. 

 

d. Modal dasar yang terbagi-bagi atas saham  

Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter dalam Bahasa Inggris 

disebut authorized capital. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroaan 

terbatas sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, 

organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 Ayat (1) 

UUPT, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah). 
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e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan 

pelaksanaannya. 

 

 

Setiap perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditentukan UUPT dan 

peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukan bahwa perseroan terbatas 

menganut sistem tertutup (closed system). Menurut UUPT keteraturan organisasi 

perseroan terbatas sebagai badan hukum dapat diketahui melalui anggaran dasar 

perseroan, anggaran rumah tangga perseroan terbatas, dan keputusan RUPS.  

  

3. Organ Perseroan Terbatas 

 

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi 

untuk menjalankan perseroan. Organ perseroan terbatas tidak boleh dijalankan 

oleh para pemegang saham melainkan oleh suatu lembaga tersendiri yang terpisah 

kedudukannya dari pemegang saham. Pasal 1 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa 

organ perseroan adalah: 

 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya 

para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) UUPT, RUPS 

mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan 

lainnya.  

 

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan 

komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas 

dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan 

laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu 
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mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari direksi dan/atau dewan 

komisaris.  

 

b. Direksi (pengurus) 

Pasal 1 angka 5 UUPT menjelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar. Ketentuan ini menugaskan dan memberikan tanggung jawab 

kepada direksi untuk pengurusan perseroan sehari-hari dan juga memberikan 

wewenang kepada direksi untuk mewakili perseroan sehubungan dengan 

kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan. Pelaksanaan pengurusan meliputi 

pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina 

kegiatan atau aktivitas perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan yang 

ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.9 Keberadaan direksi dalam perseroan 

merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki 

direksi karena sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Perseroan 

tidak dapat bertindak sendiri karena sifatnya artificial person (manusia buatan) 

sehingga perlu diwakili oleh pengurus, dalam hal ini organ yang ditunjuk oleh 

hukum adalah direksi. 

 

 

c. Dewan Komisaris  

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

                                                           
9 M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 346. 
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nasihat kepada direksi. Tugas atau fungsi dewan komisaris diatur pada Pasal 108 

Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT yaitu melakukan pengawasan terhadap 

kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dan jalannya 

pengurusan pada umumnya. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

 

1. Pengertian Perjanjian 

 

Pasal 1313 KUHPdt menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih.” Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan 

dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 

suatu hal mengenai harta kekayaan. Apabila diperinci, maka perjanjian itu 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:10 

a. Ada pihak-pihak sedikit-dikitnya dua orang (subjek). 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus).  

c. Ada objek yang berupa benda.  

d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan).  

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. 

 

Isi perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPdt yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. 

                                                           
10 Abdulkadir Muhammad,  Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000,  

hlm.224-225. 



15 
 

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah 

mengikat bagi para pihak yang membuatnya. 

 

2. Unsur-Unsur Perjanjian 

 

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Unsur Essensialia 

Unsur Essentialia adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. 

Unsur essensial perjanjian ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan 

rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.11 Unsur esensialia dalam 

perjanjian mewakili ketentuan-kekentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib 

dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari 

perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainya. 

 

b. Unsur Naturalia 

Unsur naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur 

yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam 

dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan 

pembawaan atau melekat pada perjanjian.12 Unsur naturalia adalah unsur yang 

pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essesialianya diketahui 

secara pasti misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essensialia jual-

beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk 

menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini 

tidak dapat disimpangin oleh para pihak karena sifat jual beli menghendaki hal 

                                                           
11 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 85. 
12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1999 

hlm. 110. 
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yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual 

tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual 

olehnya.13 

 

c.  Unsur Accidentalia 

Unsur Accidentalia yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan 

ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai 

dengan kehendak para pihak dan merupakan persyaratan khusus yang ditentukan 

secara bersama-sama oleh para pihak. Untuk itu, ketentuan-ketentuan tersebut 

pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan 

atau dipenuhi oleh para pihak.14 

 

3. Asas-Asas dalam Perjanjian 

 

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar 

kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Asas Konsensualisme 

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-

pihak mengenai pokok perjanjian. Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 

1320 butir (1) KUHPdt yang berarti bahwa pada asasnya perjanjian itu timbul atau 

sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.15 Sejak 

saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 

 

                                                           
13 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op Cit Hlm 88-89 
14 Ibid. hlm. 85-90 
15 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta PT. Intermasa, 2001, hlm. 15. 
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b. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas 

membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia 

kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta 

persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat 

memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.16 Artinya asas kebebasan 

berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian 

baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang 

dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.17  

 

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt ”Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berperjanjian menurut 

hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:18 

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.  

2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.  

3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan 

dibuatnya.  

4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.  

                                                           
16 AbdulKadir Muhammad, Hukum Perikatan, Op Cit., hlm 85. 
17 Evi Ariyani. Op Cit. hlm. 13 
18 Agus Yudha Hernoko, Hukum Kontrak Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian 

Komersial, Kencana: Jakarta, 2011, hlm.110 
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5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.  

6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangin ketentuan undang-undang 

yang bersifat opsional (aanvullend optional). 

 

c. Asas Personalia 

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPdt. 

Berdasarkan rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu 

perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, 

subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.19 

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPdt, kewenangan bertindak seseorang sebagai 

individu dapat dibedakan kedalam:20 

1. Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini 

maka ketentuan Pasal 1131 KUH Pdt berlaku baginya secara pribadi.  

2. Sebagai wakil dari pihak tertentu.  

3. Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Berdasarkan hal 

tersebut berlakulah ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III KUHPdt, 

mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHPdt. 

 

 

d. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik dalam perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdt 

yang menyatakan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas 

itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik 

objektif. Asas itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai sikap 

kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. 

                                                           
19 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,Op Cit, hlm 14-15. 
20 ibid. hlm 18. 
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Itikad baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah 

dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau 

perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam 

masyarakat dan keadilan.21 

 

e. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para 

pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, 

mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum 

kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.22 Asas ini 

tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt yang berbunyi “semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt dapat 

disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan 

mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus 

ditaati, apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam 

perjanjian maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar 

wanprestasi atau adanya ingkar janji. 

 

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

 

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak 

Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak Perjanjian timbal balik adalah 

perjanjiann yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. 

                                                           
21 Mulyadi Nur, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitanya dengan Perjanjian Baku, 

www.pojokhukum.com, Diakses pada hari 14 Agustus 2017 pukul 15.45 WIB. 
22 Evi Ariyani, Op Cit, hlm. 12-13. 
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Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat diantaranya perjanjian jual beli, sewa menyewa, 

pemborongan bangunan dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian 

yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak pada pihak lainya yaitu 

perjanjian hibah dan hadiah. Selanjutnya, dalam perjanjian sepihak pihak yang 

satu berkewajiban menyerahkan benda-benda yang menjadi obyek perikatan dan 

pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan tersebut. Selanjutnya  

yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua 

belah pihak atau salah satu pihak.23 

 

b.  Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama 

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1319 

KUHPdt yang berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, 

maupun yang yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada 

peraturan umum” atau dalam pengertian lainya perjanjian bernama adalah 

perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-

perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, sewa 

menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan. 

Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai 

nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas atau perjanjian itu timbul, tumbuh, 

hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

 

 

 

                                                           
23 AbdulKadir Muhammad, Hukum Perikatan, Op Cit., hlm 85. 



21 
 

c. Perjanjian Kebendaan (Zakelijk) dan Perjanjian Obligator 

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan 

haknya atas sesuatu kepada pihak lain. Perjanjian obligator adalah perjanjian 

dimana pihak-pihak menyerahkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak 

lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Selanjutnya, dalam perjanjian jual 

beli benda bergerak, perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan jatuh secara 

bersamaan, sedangkan untuk jual-beli benda tidak bergerak maka dapat dikatakan 

penyerahan sementara karena diperlukan suatu lembaga didalamnya yang disebut 

penyerahan. 

 

d. Perjanjian Konsensual, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan 

dari kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli dan sewa menyewa. 

Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, 

namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Misalnya 

perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah 

perjanjian yang selalu dibutuhkan kata sepakat juga dibutuhkan formalitas 

tertentu, sesuai dengan apa yang telah di tentukan oleh undang-undang. 

5. Prestasi, Wanprestasi dan Akibat Hukum dalam Perjanjian 

 

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. 

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt, ada tiga macam prestasi yang dapat 

diperjanjikan, yaitu: 

a. Untuk memberikan sesuatu  

b. Untuk berbuat sesuatu  

c.  Untuk tidak berbuat sesuatu 
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Prestasi adalah suatu yang harus dipenuhi oleh debitor dalam perjanjian, apabila 

debitor tidak memenuhi prestasi karena kesalahannya sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam perjanjian maka baru dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi 

artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan 

dalam perikatan, Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor disebabkan oleh dua 

kemungkinan alasan yaitu karena kesalahan debitor baik disengaja maupun karena 

kelalaian dan karena keadaan memaksa (overmacht atau force majeure) atau 

diluar kemampuan debitor.24  

 

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPdt yang menyatakan bahwa debitor 

dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan 

kekuatan perikatan itu sendiri yaitu apabila perikatan itu mengakibatkan debitor 

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Seorang debitor 

baru dapat dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi terlebih dahulu 

oleh kreditor atau juru sita. Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 

KUHPdt. Somasi ialah teguran secara tegas secara tertulis dari kreditor kepada 

debitor yang berisikan mengenai waktu/batas terakhir debitor dalam pemenuhan 

prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, dengan kata lain 

somasi ini timbul disebabkan debitor tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan 

yang diperjanjikan. Somasi dapat dilakukan apabila:25 

1. Debitor melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan 

(keliru). 

                                                           
24 Salim H.S, Op Cit ., hlm 203. 
25 ibid. hlm 178. 
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2. Debitor tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah diperjanjikan, hal ini 

dapat berupa terlambat atau tidak memenuhinya sama sekali dan debitor tetap 

tidak mau melaksanakan prestasinya. 

3. Prestasi yang dilakukan debitor lewat waktunya sangat jauh sehingga 

pemenuhan prestasinya tidak berguna lagi bagi kreditor. 

 

Somasi yang diberikan kreditor tidak ditentukan berapa kali, apabila debitor tetap 

tidak melaksanakannya maka kreditor berhak untuk membawa perkara tersebut ke 

pengadilan dan pengadilanlah yang memutuskan apakah debitor wanprestasi atau 

tidak. Wanprestasi harus dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa menimbulkan 

perselisihan yang berlarut-larut. Pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi 

tersebut dapat menempuh cara tertentu untuk menyelesaikan masalah ini dengan 

cara mengajukan ke pengadilan dengan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1267 KUHPdt, yaitu: 

1. pemenuhan perjanjian; 

2. pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian; 

3. ganti kerugian saja; 

4. pembatalan perjanjian 

5. pembatalan disertai ganti kerugian. 

 

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman 

atau sanksi hukum berikut ini:  

a. Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur 

(Pasal 1243 KUHPdt).  
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b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau 

pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPdt).  

c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitor 

sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2)  KUHPdt). 

d. Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau 

pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).  

e. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka 

Pengadilan Negeri, dan debitor dinyatakan bersalah. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang PKPU 

 

1. Pengertian dan Pengaturan PKPU 

 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur Tentang Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan 

nama surseance van betaling atau suspension of payment adalah suatu masa yang 

yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam 

masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk 

memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana 

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk 

merestrukturisasi utangnya tersebut.26 

 

Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan 

tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang sedang diajukan oleh 

kreditornya. Kedua, PKPU merupakan inisiatif debitor dikarenakan debitor 

                                                           
26 Munir Fuady, Op., Cit, hlm 175. 
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memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.27 

Apabila perkara pailit dan perkara PKPU diperiksa pada waktu bersamaan maka 

perkara PKPU harus diputus terlebih dahulu, hal ini ditegaskan dalam Pasal 229 

Ayat (3) dan Ayat (4) UUK PKPU, yaitu: 

(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. 

(4) Permohonan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya 

permohonan permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, 

agar diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), wajib 

diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. 

 

 

UUK PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU, namun 

dalam Pasal 222 UUK PKPU  disebutkan mengenai para pihak yang dapat 

meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU yaitu: 

 

1) penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang 

mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;  

2) debitor yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan 

membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian 

atau seluruh utang kepada kreditor;  

3) kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan 

membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, 

untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. 

 

  

PKPU diatur dalam Bab III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. 

Berdasarkan rumusan pengaturannya mengenai PKPU dalam undang-undang 

tersebut dapat dilihat bahwa PKPU adalah suatu upaya yang digunakan oleh 

debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak 

                                                           
27 Hadi Shubhan, Op., Cit, hlm 147. 
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dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan maksud agar tercapai 

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang sebagian atau 

seluruhnya kepada kreditor agar debitor tidak dipailitkan. 

 

Upaya PKPU untuk mencegah terjadinya kepailitan tersebut hanya dapat diajukan 

oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena 

berdasarkan Pasal 229 Ayat (3) UUK PKPU, permohonan PKPU harus 

diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan 

PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan. Permohonan PKPU yang diajukan 

setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada debitor dapat 

diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, 

menurut Pasal 229 Ayat (4) UUK PKPU, permohonan PKPU itu wajib diajukan 

pada sidang pertama permohonan pernyataan pailit.28 

 

PKPU pada hakikatnya bertujuan untuk mengadakan perdamaian antara debitor 

dengan para kreditornya dan untuk menghindari debitor yang akan mengalami 

insolvensi dari Kepailitan.29 Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat 

dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi 

yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.  

 

Proses PKPU tidak boleh melebihi jangka waktu 270 hari terhitung sejak putusan 

pengadilan niaga terhadap PKPU tersebut diucapkan, apabila lewat dari jangka 

waktu tersebut belum dicapai dan disahkan perdamaian maka debitor yang 

                                                           
28 Sutan Remy Sjahdeini.,Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 328. 
29 Ibid, hlm 339. 
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bersangkutan demi hukum dianggap pailit dan proses atas permohonan pernyataan 

pailit di pengadilan niaga dapat dilanjutkan. 

 

2. Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU 

 

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi 

persyaratan berikut:30 

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga 

setempat yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya; 

b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa 

pada orangnya bukan pada law-firm-nya); 

c. Izin advokat yang dilegalisir; 

d. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah 

tagihannya masing-masing pada debitor; 

e. Financial report; dan 

f. Lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh 

atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren. 

 

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di daerah 

tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan:31 

a. Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan 

yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir 

debitor. 

                                                           
30 Hadi Shubhan, Op., Cit,  2015, hlm 148. 
31 Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta; Sinar Grafika, 2015,  hlm 170. 
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b. Debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang 

memutuskan. 

c. Debitor tidak berkedudukan diwilayah negara Republik Indonesia tetapi 

menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, 

pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan 

profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. 

d. Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah 

sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. 

Surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya 

harus sesuai dengan ketentuan:32 

a. Pemohonnya adalah debitor maka permohonan PKPU harus disertai daftar 

yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti 

secukupnya. 

b. Pemohonnya adalah kreditor maka pengadilan niaga wajib memanggil debitor 

melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib mengajukan daftar yang 

memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti 

secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian. 

c. Surat permohonan yang diajukan dapat langsung dilampirkan rencana 

perdamaian. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU 

tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada 

                                                           
32 Ibid, hlm 171. 



29 
 

pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tandatangani oleh pejabat 

yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran, 

kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Ketua 

pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan 

tersebut didaftarkan. 

 

UUK PKPU juga mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon 

dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut tercantum secara 

tegas di dalam Pasal 224 UUK PKPU:  

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh 

advokatnya;  

2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan 

utang debitor beserta surat bukti secukupnya;  

3. Dalam hal  pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor 

melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;  

4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 Ayat (3), debitor 

mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor 

beserta surat bukti secukupnya;  

5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilampirkan 

rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222; 

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), 

Ayat (4), dan Ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan 

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1). 

    

Menurut Rahayu Hartini ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi 

atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU:33 

a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada ketua pengadilan niaga 

Jakarta Pusat;  

                                                           
33 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Percetakan Universitas 

Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm 196. 
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b. Identitas debitor;  

c. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya;  

d. Surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan kepada 

law firmnya;  

e. Izin pengacara/kartu pengacara;  

f. Nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren diseretai 

jumlah tagihannya masing-masing kepada debitor;  

g. Rencana pembukuan terakhir dari debitor;  

h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian 

utang kepada kreditor konkuren (jika ada). 

 

Permohonan PKPU hanya dapat diproses oleh hakim sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan dalam UUK PKPU, setelah syarat-syarat administrasi tersebut telah 

terpenuhi. Prosedur PKPU terbagi menjadi dua tahap yaitu: 

 

1. PKPU Sementara 

PKPU sementara adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan 

PKPU, permohonan PKPU akan disampaikan oleh panitera kepada ketua 

pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak 

tanggal permohonan didaftarkan. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan 

permohonan PKPU sementara dan pengadilan harus segera mengabulkan 

PKPU sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (2) 

UUK PKPU. Pasal 224 Ayat (2) UUK PKPU menjelaskan bahwa pengadilan 

niaga  harus mengabulkan permohonan PKPU dengan memberi jangka waktu 

maksimun 45 hari  terhitung sejak putusan PKPU diucapkan untuk 
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memberikan kesempatan kepada debitor dalam mempresentasikan rencana 

perdamaian yang diajukannya sebelum diselenggarakannya rapat kreditor. 

Adapun tujuan PKPU Sementara ini adalah:34 

a. Agar segera tercapai keadaan diam (stay atau standstill) sehingga 

memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dengan debitor 

menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor. 

b. Memberi kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian 

berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana 

perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya. 

sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dengan 

debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh 

debitor. 

 

Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah bahwa 

kreditor tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU 

sementara tersebut karena debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang-

utangnya. Sedangkan akibat hukum bagi debitor adalah bahwa dengan adanya 

PKPU tersebut, maka seluruh kekayaan debitor berada di bawah pengawasan 

pengurus, sehingga debitor tidak lagi berwenang terhadap kekayaannya untuk 

melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa 

persetujuan pengurus.35 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Sutan Remy Sjahdeini.,Op.Cit., hlm 343. 
35 Hadi Shubhan, Op., Cit,  2015, hlm 149. 
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2. PKPU Tetap 

PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditor 

tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian 

tersebut maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan jangka waktu 

maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pasal 229 

UUK PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap berikut 

perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:  

 

a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang 

haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling 

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang 

sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam 

sidang tersebut; dan 

b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya 

dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak 

anggunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 

2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang 

hadir dalam sidang tersebut. 

 

Keadaan apabila PKPU disetujui maka penundaan berikut perpanjangannya tidak 

boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Demikian 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 228 UUK PKPU.36 Dalam waktu itu 

terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila hal itu diberikan 

oleh pengadilan niaga, demikian hal tersebut ditentukan dalam Pasal 228 Ayat (6) 

                                                           
36 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang,Bandung,Alumni, 2006, hlm 210. 
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UUK PKPU. Menurut penjelasan Pasal 228 Ayat (6) UUK PKPU, yang berhak 

untuk menentukan apakah kepada debitor diberikan PKPU tetap adalah kreditor 

konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan 

persetujuan kreditor konkuren.37 

 

3. Pihak-pihak dalam PKPU 

 

Menurut Pasal 222 Ayat (1) UUK PKPU, debitor dapat mengajukan permohonan 

PKPU apabila debitor mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. 

Debitor yang mengajukan permohonan PKPU berupa perorangan maupun badan 

hukum. Berdasarkan Pasal 223 UUK PKPU permohonan PKPU dapat diajukan 

oleh lembaga: 

 

1. Bank Indonesia untuk Debitor Bank;  

2. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk Debitor Perusahaan    Efek, 

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penjamin dan 

Penyimpanan;  

3. Menteri Keuangan untuk Debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan 

Reasuransi, Dana Pensiun, Atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan 

publik. 

 

UUK PKPU juga memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan 

permohonan PKPU. Hal ini tercantum secara tegas didalam ketentuan Pasal 222 

Ayat (3) UUK PKPU yaitu “kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak 

dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat 

                                                           
37 Sutan Remy Sjahdeini,Op.Cit ., hlm 352. 
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ditagih”. Para pihak yang disebutkan diatas merupakan para pihak yang dapat 

mengajukan permohonan PKPU. Selain para pihak tersebut terdapat pihak-pihak 

lainnya yang terlibat selama berlangsungnya PKPU yaitu: 

a. Pengadilan Niaga 

Pengadilan niaga adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting 

dalam perkara kepailitan. Pengadilan niaga adalah pengadilan yang secara 

khusus berwenang menangani perkara kepailitan. Kewenangan absolut dari 

pengadilan niaga adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

permohonan kepailitan dan PKPU.38 

 

b. Hakim Pengawas 

Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat dari hakim pengadilan. Hakim 

pengawas bertugas untuk menentukan hari terakhir tagihan dan tagihan 

tersebut disampaikan kepada pengurus. Disamping itu, hakim pengawas juga 

bertugas memimpin rapat kreditor untuk membahas rencana perdamaian.39 

 

c.  Pengurus 

Pengurus adalah seseorang yang bersama dengan debitor mengurus harta 

debitor selama PKPU berlangsung. Selain itu, pengurus juga bertugas untuk 

memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir 

untuk menghadap dalam sidang PKPU. Pengurus yang diangkat harus 

independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan debitor maupun 

kreditor.40  

 

                                                           
38 Hadi Shubhan, Op., Cit,  2015, hlm 103. 
39 Man S. Sastrawidjaja, Op.Cit .,, hlm 208. 
40 Jono, Op.Cit., hlm 173. 
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d. Panitia Kreditor 

Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:41 

1. permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak 

kreditor;  

2.  pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling 

sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui. 

 

e. Advokat dari masing-masing pihak  

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang memerlukan keikutsertaan 

advokat, yaitu advokat yang mempunyai izin praktek, bahkan permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut harus diajukan oleh debitor 

kepada pengadilan niaga dan permohonan tersebut juga harus ditandatangani 

oleh debitor bersama-sama dengan advokat (vide Pasal 224 Ayat (1) UUK 

PKPU.42 

 

f. Para Ahli 

Suatu proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat pula diangkat 

satu atau lebih tenang ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun 

laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut 

perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Laporan ahli tersebut 

harus memuat pendapat disertai dengan alasan yang lengkap tentang keadaan 

harta debitor (Pasal 238 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK PKPU. Selain itu, jika 

diminta oleh pengurus, hakim pengawas dapat pula memerintahkan 

                                                           
41 Ibid, hlm 175. 
42 Munir Fuady,Op.Cit., hlm 200 
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pemeriksaan ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut dengan 

penundaan kewajiban pembayaran utang.43 

 

Pihak-pihak yang terlibat selama proses berlangsungnya PKPU, ditunjuk oleh 

hakim setelah PKPU sementara diucapkan (kecuali advokat) yang tidak 

mempunyai benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. 

 

4. Akibat Hukum PKPU 

 

Adapun akibat hukum adanya putusan PKPU adalah sebagai berikut, yaitu:44 

a. Debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun 

tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang melakukan hal 

tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus 

(Pasal 240 Ayat (1) UUK PKPU); 

b. Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utang-

utangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utang-

utangnya (Pasal 242 Ayat (1) UUK PKPU); 

 

c. Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan 

yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus 

ditangguhkan. Demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditor 

separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan stay (penangguhan) ini 

berlaku selama jangka waktu PKPU, tidak hanya 90 hari seperti dalam 

kepailitan (Pasal 242 Ayat (3) UUK PKPU); 

 

                                                           
43 Ibid, hlm 200. 
44 Ibid, hlm  186. 
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d. Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai 

diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkara-

perkara baru. Debitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat 

dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta 

kekayaannya kecuali bersama-sama dengan persetujuan pengurus (Pasal 243 

Ayat (1) UUK PKPU); 

 

e. Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa 

tunggu (stay) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor 

yang diistimewakan selama 90 hari (Pasal 246 junto 244 UUK PKPU); 

 

f. Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang (kompensasi, set-off) antara 

debitor dengan para kreditor dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi 

sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakan-

tindakan yang diambil sebelum PKPU ditetapkan. Perjumpaan utang tidak 

dapat dilakukan dalam hal seseorang yang telah mengambil utang atau piutang 

terhadap harta kekayaan debitor, yang dilakukan dengan itikad tidak baik 

(Pasal 247 Ayat (1) UUK PKPU); 

 

g. Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor 

dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus 

untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian 

tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak tersebut. Jika 

pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan 

atas kesangguannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 249 Ayat 

(1) UUK PKPU); 
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h. Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa 

menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan atau 

jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka berakhirlah 

perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena 

pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita maka pihak lawan wajib 

mengganti kerugian tersebut (Pasal 250 Ayat (1) UUK PKPU); 

 

i. Debitor dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya 

dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan 

yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

yang berlaku. Juga gaji serta biaya lain-lain yang timbul dalam hubungan 

kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 Ayat (1) UUK PKPU). 

 

5. Perdamaian dalam PKPU 

 

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu perjanjian 

dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan 

suatu barang.  Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang 

bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu: 

a. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara; 

b. Persetujuan berbentuk tertulis; 

c. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai 

kekuasaan, dan 

d. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan. 
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Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai 

dengan Pasal 294 UUK PKPU. Pasal 265 UUK PKPU menjelaskan bahwa setelah 

debitor mengajukan PKPU debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian 

kepada kreditor. Berdasarkan mekanisme PKPU yang ditentukan oleh UUK 

PKPU tidak ada pihak-pihak lain selain debitor dan para kreditor yang berhak 

merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian. 

 

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, rencana perdamaian dalam rangka UUK PKPU 

dapat diajukan saat-saat berikut:45  

a. Bersamaan dengan diajukannya PKPU;  

b. Setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan 

sebelum tanggal hari sidang;  

c. Setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara. 

 

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitor 

sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya 

rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan 

bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor.46 

 

Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan 

dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh 

pengesahan (homologasi) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga 

yang berwenang.  Rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) 

mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas 

                                                           
45 Sutan Remy Sjahdeini,Op.Cit ., hlm, 357. 
46 Ibid, hlm 379.  
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rencana perdamaian tersebut. Dalam rencana perdamaian tersebut yang 

berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya 

diharapkan melepaskan segala tuntutannya, serta memusyawarahkan masing-

masing kepentingan yang diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan. 

Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah 

disepakati oleh debitor dan para kreditornya, ternyata debitor cidera janji, maka 

debitor secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan.47 

  

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, kesepakatan antara debitor dan para kreditornya 

mengenai isi rencana perdamaian terdiri dari beberapa bentuk restrukturisasi.48 

Dalam kepustakaan, ada beberapa macam bentuk dalam melakukan 

restrukutrisasi, yaitu:49 

a. Melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling), termasuk 

memberikan masa tenggang (grace period) yang baru atau pemberian 

moratorium kepada perusahaan debitor; 

b. Melakukan persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning); 

c. Pengambilalihan utang, baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak lain 

yang dengan pengambilalihan itu menggantikan kedudukan debitor sebagai 

debitor pengganti untuk jumlah utang yang diambilalih; 

d. Pengambilalihan tagihan dari satu atau lebih kreditor oleh pihak lain, baik 

untuk sebagian atau seluruh tagihan dan yang dapat dilakukan baik oleh 

kreditor yang telah ada maupun oleh pihak ketiga yang dengan 

                                                           
47 Ibid, hlm 396.   
48 Ibid, hlm 381. 
49 Hadi Shubhan, Op., Cit,  2015, hlm  61. 
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pengambilalihan itu pihak yang mengambilalih menggantikan kedudukan 

kreditor yang tagihannya diambilalih untuk jumlah tagihan yang diambilalih; 

e. Melakukan haircut (pemotongan atau pengurangan utang pokok); 

f. Melakukan perubahan tingkat suku bunga; 

g. Melakukan pengurangan jumlah bunga dan/atau pokok yang tertunggak; 

h. Memberikan utang baru; 

i. Mengonversikan utang dengan surat utang yang dapat dipindah tangankan; 

j. Melakukan stappled bonds (penggantian obligasi lama dengan obligasi baru); 

k. Melakukan debt for equity swap (pertukaran utang dengan saham atau 

mengubah utang menjadi penyertaan modal); 

l. Melakukan debt to aset swap (pertukaran utang dengan aset); 

m. Melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi; 

n. Memasukkan modal baru oleh pemegang saham yang lama atau yang baru 

melalui penempatan langsung (direct placement) atau melalui bursa saham 

(publik offering); dan 

o. Penjualan aset tak produktif untuk membayar utang. 

 

Rencana perdamaian merupakan dasar dan pertimbangan paling utama bagi para 

kreditor dan bagi hakim untuk menentukan sikap debitor mengenai pengajuan 

PKPU.  Tanpa adanya rencana perdamaian, tidak mungkin bagi kreditor maupun 

hakim untuk menentukan apakah pengajuan PKPU tersebut layak untuk 

dikabulkan atau seharusnya ditolak. 

 

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi perdamaian dalam 

Kepailitan. Dalam bidang PKPU fungsi perdamaian lebih luas. Jika dalam 
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Kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan 

dan pembagian harta pailit, akan tetapi dalam PKPU fungsi terpentingnya justru 

penyelesaian pembayaran utang termasuk persetujuan terhadap dilakukannya 

restrukturisasi utang-utang debitor. 

 

6. Homologasi dalam PKPU 

 

Rencana perdamaian dalam PKPU diterima oleh pengadilan niaga apabila rencana 

perdamaian disetujui oleh lebih dari ½  (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir 

dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat 

tersebut. Rencan perdamaian tersebut harus juga mendapatkan pengesahan 

(homologasi) oleh pengadilan niaga agar berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

Pengadilan niaga dapat menerima atau menolak untuk mengesahkan rencana 

perdamaian berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 

UUK PKPU. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) UUK PKPU apabila rencana 

perdamaian diterima maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis 

kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan 

pengesahan perdamaian dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus dan 

kreditor dapat menyampaikan alasan yang menghendaki pengesahan atau 

penolakan perdamaian tersebut. 

 

Pasal 285 Ayat (2) UUK PKU menjelaskan bahwa pengadilan niaga wajib 

menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila: 
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a. Apabila harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk 

menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam 

perdamaian; 

b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;  

c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu 

atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan 

tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk 

mencapai hal ini; dan 

d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum 

dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. 

 

 

7. Akibat Hukum Homologasi Bagi Para Pihak  

 

 

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka 

perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para 

pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan 

(homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu: 

 

a. Bagi Debitor dan Kreditor 

Rencana perdamaian yang disepakati oleh debitor dan para kreditor baik dengan 

atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh 

pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitor 

maupun semua kreditor. Hubungan antara debitor dengan semua kreditornya tidak 

lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan bilateral sebelumnya berupa perjanjian 

utang-piutang, perjanjian menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian 

telah disepakati dan kemudian disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga tetapi 

diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 

perdamaian.50 Kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut 

menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama 

                                                           
 50 Sutan Remy Sjahdeini.,Op.Cit., hlm 404 
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diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam 

perjanjian perdamaian. 

 

b. Bagi Pemegang Saham Debitor 

 

Perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang 

saham debitor yang merupakan salah satu organ perusahaan. UUK PKPU tidak 

menentukan secara eksplisit bahwa rencana perdamaian harus memperoleh 

persetujuan dalam rapat umum pemegang saham akan tetapi tercapainya 

perdamaian tersebut atau konsekuensi dari ditolaknya perdamaian akan 

mempengaruhi para pemegang saham. Rencana perdamaian yang ditolak oleh 

pengadilan mengakibatkan debitor langsung dinyatakan pailit dan segala aset 

yang dimiliki akan segera dilikuidasi. Selain itu, perubahan terhadap kinerja 

perusahaan akibat dari ditolak atau diterimanya perdamaian juga akan 

mempengaruhi pemegang saham.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 51 Ibid, 407 



45 
 

D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

UUK PKPU mengatur tentang debitor yang telah atau sedang berada dalam 

keadaan insolvensi dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. 

PKPU adalah suatu cara yang digunakan debitor untuk terhindar dari Kepailitan 

dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi rencana 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. 

PERMOHONAN PKPU 

 

TERMOHON 

PT.Bakrie Telekom.Tbk 

(debitor) 

 

PEMOHON 

PT. Netwave Multi Media 

(salah satu kreditor) 

Putusan No.59/Pdt.Sus-

PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst 

(PKPU DITERIMA) 

 

Pkpu diterima 

 

 

Putusan Holomogasi 

No.59/Pdt.Sus-

PKPU/2014/PN. 

Niaga.Jkt.Pst 

(PKPU BERAKHIR) 

 

UNDANG-UNDANG 

NOMOR 37 TAHUN 2004 
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Salah satu perkara yang terkait dengan PKPU adalah perkara Putusan 

No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada putusan ini pemohon PKPU 

adalah PT. Netwave Multi Media yaitu pihak penyedia infrastruktur  

telekomunikasi (infrastructure provider) dan termohon PKPU adalah PT.Bakrie 

Telekom.Tbk. yaitu pihak penyewa infrastruktur telekomunikasi. Pemohon 

mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena adanya 

peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh termohon, dimana dalam perjanjian 

sewa infrastruktur komunikasi yang dilakukan oleh antara pemohon dengan 

termohon tidak berjalan dengan semestinya. Dalam permohonannya, pemohon 

mengajukan bukti-bukti tunggakan pembayaran atas total utang Termohon PKPU. 

 

Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) dapat dijadikan sebagai cara dalam menyelesaikan 

pelunasan utang bagi debitor yang tidak mampu melunasi utangnya sehingga 

debitor terhindar dari masalah Kepailitan. Permohonan PKPU yang diajukan oleh 

PT.Netwave Multi Media diterima oleh Pengadilan Niaga dan rencana 

perdamaian yang diajukan oleh pihak PT.Bakrie Telecom sebagai jawaban atas 

permohonan PKPU tersebut disahkan menjadi perjanjian perdamaian, sehingga 

PKPU berakhir. 

 

Berakhirnya PKPU yang di ajukan oleh termohon PKPU dalam hal ini PT. 

Netwave Multi Media mengakibatkan termohon terbebas dari ancaman pailit dan 

dapat kembali menjalankan perusahaannya tanpa adanya batasan-batasan yang 

menghambat untuk menjalankan perusahaannya kembali. 



 

 

III METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 

Metedologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah 

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.52 Penelitian hukum dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) tipe, jika dilihat dari segi fokus kajiannya yaitu penelitian hukum 

normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif terapan, dan penelitian 

hukum empiris.53 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normatif law 

research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai 

aspek yaitu teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, dan komposisi, 

lingkup materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal, formalitas dan kekuatan 

mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak 

mengkaji aspek berupa terapan atau implementasi.54 UU No.37 Tahun 2004 

                                                           
 52 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali, Cet-12, 2012, hlm 

42.  

 53 Ibid, hlm 2. 
 54 Ibid, hlm 110. 
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secara in action dalam Putusan Pengadilan Niaga No.59/Pdt-

Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci dan sistematis 

tentang berbagai aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah 

atau naskah kontrak atau objek lainnya.55 Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara jelas, lengkap, sistematis dalam memaparkan dan 

menggambarkan mengenai proses permohonan PKPU sebagai upaya mencegah 

terjadinya kepailitan dan proses penyelesaian utang melalui putusan homologasi 

dalam PKPU serta akibat yang ditimbulkan homologasi tersebut. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus 

hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang 

berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.56 Penelitian ini 

mengkaji putusan Homologasi No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst 

dalam PKPU sebagai upaya dalam pencegah terjadinya kepailitan. 

 

 

                                                           
55 Soerjono Soekanto, Op.,Cit. hlm 45 
56 Abdul Kadir Muhammad, Op.,Cit. hlm 149. 
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D. Data dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 

buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya.57 Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Bahan hukum  Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi 

pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi, UU 

No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran 

utang serta putusan PKPU No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai data primer penelitian berupa literatur-literatur. 

3. Bahan hukum tersier. 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal, website,  

surat kabar dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   

1. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan 

                                                           
57 Ibid, hlm 151. 
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dalam penelitian hukum normatif.58 Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan 

mengutip literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.59 

2. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu 

seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian 

hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum. 

Dokumen tidak disimpan di perpustakaan umum tetapi di pusat informasi dan 

dokumentasi hukum.60 Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis 

Putusan Homologasi No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan 

merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi. 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara: 

1. Pemeriksaan Data (editing) yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul 

melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, 

relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. 

2. Penandaan Data (coding) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan 

jenis sumber data (buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen), 

pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbitan) atau urutan rumusan 

permasalahan. 

                                                           
58 Ibid, hlm 81. 
59 Ibid, hlm 151. 
60 Ibid. Hlm 83. 
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3. Rekonstruksi Data (reconstucting) yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

4. Penyusunan/Sistematika Data (constructing/systematizing) yaitu 

menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan 

masalah. 

 

G. Analisis Data 

 

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang 

diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses analisis data ini, rangkaian 

data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian  

diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun,  logis, tidak 

tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis.61 

 

                                                           
61 Ibid, hlm 127. 



 
 

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Proses permohonan PKPU dalam Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN. 

Niaga.Jkt.Pst melibatkan PT.NetwaveMulti Media (pemohon) dengan 

PT.Bakrie Telecom.Tbk. Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon 

dikarenakan adanya peristiwa wanprestasi yang dilakukan termohon terhadap 

pembayaran utangyang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang timbul dari 

perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi. Keadaan tersebut dibuktikan 

melalui surat Nomor 004/Dir/NMM/04/2014 pada tanggal 15 April 2014, 

surat Nomor 004/Dir/NMM/IX/2014 pada tanggal 13 September 2014dan 

surat somasi dari pemohon melalui kuasa hukumnya Nomor 250/BNJ/X/2014 

pada tanggal 1 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa pemohon telah 

meminta dan/atau menagih termohon secara patut untuk membayar kewajiban 

utang-utangnya. Selanjutnya, alasan hukum atas pengajuan permohonan 

PKPU yaitu dikarenakanpemohon dapat membuktikan bahwa debitor 

memiliki lebih dari satu kreditor, pemohon memperkirakan bahwa termohon 

tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 

dan pemohon merupakan salah satu kreditor dari termohon yang sah menurut 
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hukum. Oleh karena itu, pengadilan niaga mengabulkan permohonan PKPU 

sementara yang diajukan pemohon dikarenakan telah terpenuhinya syarat-

syarat dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 

222 dan 224 UUK PKPU. 

 

2. Proses penyelesaian utang melalui PKPU berdasarkan putusan pengesahan 

(Homologasi) No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst diawali sejak PT. 

Bakrie Telecom Tbk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Rencana 

perdamaian yang diajukan oleh termohon tersebut menjelaskan cara 

pembayaran utang dengan mengelompokan utang menjadi beberapa kategori 

yaitu, Tanche A, Tranche B, Tranche C, dan Tranche Dserta pemotongan 

pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka 

waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang 

sebagai bentuk restrukturisasi utang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 

dilakukan rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak yang diajukan oleh 

414 kreditor namun yang diakui oleh pengurus PKPU 389 kreditor. Setelah itu 

pada tanggal 8 Desember2014 dilakukan rapat pembahasan dan votingatas 

rencana perdamaian yang dihadiri oleh 345 kreditor. Berdasarkan hasil dari 

voting tersebut maka diperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) kreditor atau 

sebesar 94,56% (sembilan puluh empat koma lima puluh enam persen) dari 

jumlah suara kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui 

yang hadir dalam pemungutan suara dengan tagihan sebesar Rp 

9.680.786.097.529,18 (sembilan triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuh 
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ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh 

sembilan rupiah dan delapan belas sen).  

 

3. Akibat hukum dalam Putusan PKPU No.59/Pdt.Sus- 

PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt 

.Pst.ini adalah mengesahkan perjanjian perdamaian antara debitor dan para 

kreditornya dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 281 Ayat (1) dan 

Pasal 285 Ayat (2) UUK PKPU. Selanjutnya, menyatakan Putusan 

Homologasi No.59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir 

(berakhir dengan disahkan) yang mengakibatkan hubungan termohon dengan 

para kreditornya tidak lagi ditentukan dengan ketentuan-ketentuan dalam 

perjanjian sebelum termohon dimohonkan PKPU melainkan putusan 

homologasi tersebut akan menciptakan hubungan hukum baru antara debitor 

dan para kreditornya sebagaimana yang diperjanjiakan dalam perjanjian 

perdamaian. Akibat hukum lainnya yaitu menghukum termohon dengan 

membebankanbiaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 (satu juta tiga ratu dua 

puluh tujuh ribu rupiah) kepada termohon. 
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